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ABSTRAK 

 

Implementasi Kebijakan Pengadaan Jasa Konstruksi Dalam Kegiatan Pemeliharaan 

Jalan Tahun Anggaran 2025 Melalui E-Purchasing Dinas Bina Marga Provinsi 

Daerah Khusus Ibukota Jakarta menghadapi dinamika regulasi, koordinasi 

antarunit, dan keterlibatan berbagai aktor dalam pelaksanaannya. Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengadaan jasa konstruksi 

dalam kegiatan pemeliharaan jalan melalui e-purchasing serta mengidentifikasi 

faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen. 

Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan dengan menggunakan perspektif teori implementasi kebijakan Hill dan 

Hupe (2002). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah 

berjalan pada level makro (policy level), meso (organization level), dan mikro 

(delivery level). Pada level makro, implementasi didukung oleh regulasi yang jelas, 

namun dipengaruhi oleh transisi E-Katalog versi 5 ke versi 6. Pada level meso, 

implementasi dilakukan melalui penyusunan dokumen teknis, RAB/BOQ, HPS, 

penetapan aktor pelaksana, dan koordinasi antarunit kerja. Pada level mikro, 

implementasi terlihat melalui pelaksanaan e-purchasing, pengawasan pekerjaan, 

serta koordinasi dengan penyedia jasa konstruksi. Faktor penghambat meliputi 

perubahan sistem katalog elektronik, keterbatasan identifikasi penyedia, belum 

adanya SOP internal khusus serta kendala administratif dokumen penyedia. 

Penelitian ini merekomendasikan penggunaan lembar kendali atau daftar evaluasi 

e-purchasing untuk mendukung dokumentasi, koordinasi, dan pengendalian 

pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan. 

Kata Kunci: Pengadaan Jasa Konstruksi, Implementasi Kebijakan, E-Purchasing, 

Pemeliharaan Jalan, Model Hill dan Hupe. 
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ABSTRACT 

 

The implementation of the Construction Services Procurement Policy in Road 

Maintenance Activities for Fiscal Year 2025 through E-Purchasing at the DKI 

Jakarta Provincial Highways Agency faces regulatory dynamics, inter-unit 

coordination challenges, and the involvement of various actors in its 

implementation process. This study aims to analyze the implementation of the 

construction services procurement policy in road maintenance activities through e-

purchasing and to identify the supporting and inhibiting factors affecting its 

implementation. This study employed a qualitative approach, with data collected 

through interviews and document studies. Data were analyzed through data 

reduction, data display, and conclusion drawing using the policy implementation 

theory proposed by Hill and Hupe (2002). The findings indicate that the policy 

implementation has been carried out at the macro level (policy level), meso level 

(organization level), and micro level (delivery level). At the macro level, 

implementation is supported by clear regulations but is influenced by the transition 

from E-Catalog Version 5 to Version 6. At the meso level, implementation is 

conducted through the preparation of technical documents, Cost Budget Plans 

(RAB/BOQ), Owner’s Estimates (HPS), the designation of implementing actors, 

and inter-unit coordination. At the micro level, implementation is reflected in the 

execution of e-purchasing, work supervision, and coordination with construction 

service providers. The inhibiting factors include changes in the electronic catalog 

system, limitations in provider identification, the absence of a specific internal 

Standard Operating Procedure (SOP) and administrative constraints related to 

provider documents. This study recommends the use of a control sheet or e-

purchasing evaluation checklist to support documentation, coordination, and 

control of road maintenance activities. 

Keywords: Construction Services Procurement, Policy Implementation, E-

Purchasing, Road Maintenance, Hill and Hupe Model. 
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BAB I 

PERMASALAHAN PENELITIAN 

 

A. Latar Belakang Permasalahan 

Pembangunan infrastruktur merupakan aspek penting dalam mendukung 

perkembangan ekonomi, memperbaiki hubungan antar wilayah, serta 

meningkatkan kualitas pelayanan publik. Jalan, jembatan, dan trotoar memiliki 

peranan penting sebagai sarana pergerakan dan distribusi barang, yang langsung 

berpengaruh terhadap produktivitas ekonomi suatu negara.  Jika infrastruktur dalam 

konstruksi tidak direncanakan dan dikelola dengan baik akan muncul berbagai 

permasalahan seperti kemacetan, kerusakan jalan, tingginya biaya logistik, hingga 

menurunnya keselamatan para pengguna jalan, serta terganggunya aktivitas sosial 

dan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, tata kelola pengadaan jasa konstruksi 

memiliki peran penting dalam meningkatkan mutu dan pembangunan infrastruktur 

berkelanjutan.  

Pelaksanaan jasa konstruksi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang ditindaklanjuti dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Undang-Undang ini menjelaskan 

jasa konstruksi didefinisikan sebagai layanan konsultasi konstruksi dan/atau 

pekerjaan konstruksi. Ruang lingkupnya meliputi jasa konsultasi konstruksi, yang 

merupakan layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian 

dan perencanaan, perancangan, pengawasan, manajemen penyelenggaraan 

konstruksi, pengujian dan analisis teknis. Jasa konsultasi umumnya berlangsung 

pada fase pra-konstruksi dan pengendalian pelaksanaan kerja. Sedangkan pekerjaan 

konstruksi, mencakup seluruh ataupun sebagian aktivitas seperti pembangunan, 

pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, pembangunan kembali suatu 

bangunan atau infrastruktur. Dengan demikian, kegiatan pemeliharaan dapat 
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dikategorikan sebagai pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2017.  

Berdasarkan pengaturan teknis, klasifikasi bidang usaha jasa konstruksi diatur 

dalam Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 

Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat. Dalam peraturan tersebut, sektor konstruksi dibagi menjadi 

beberapa kategori bidang. Kategori tersbut meliputi konstruksi bangunan gedung, 

konstruksi bangunan sipil, konstruksi instalasi mekanikal, konstruksi instalasi 

elektrikal, serta konstruksi khusus. Dalam kategori tersebut, Adapun proyek jalan 

termasuk ke dalam kategori konstruksi bangunan sipil. Dengan demikian, kegiatan 

pemeliharaan jalan yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta 

secara normatif termasuk ke dalam kategori konstruksi sipil dalam kerangka kerja 

jasa konstruksi.  

Dalam perspektif pengelolaan anggaran negara/daerah, pelaksanaan pekerjaan 

konstruksi mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dua kali diubah dengan 

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Pertama atas 

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan yang terbaru, Peraturan Presiden 

Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 

Tahun 2018. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 pada Pasal 1 angka 1 

dinyatakan bahwa Pengadaan Barang/Jasa pemerintah merupakan aktivitas 

pengadaan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh 

APBN/APBD, yang prosesnya dimulai sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan 

serah terima hasil pekerjaan. Peraturan ini menegaskan bahwa pengadaan tidak 

hanya mencakup pemilihan penyedia, namun juga seluruh proses perencanaan 

hingga penyelesaian pekerjaan. 
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Selanjutnya, ruang lingkup Pengadaan Barang/Jasa yang tercantum di Pasal 3 

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 meliputi barang, pekerjaan konstruksi, 

jasa konsultasi, dan jasa lainnya. Dengan demikian, pekerjaan konstruksi secara 

normatif merupakan salah satu kategori pengadaan barang/jasa pemerintah yang 

harus sesuai dengan mekanisme dan prinsip pengadaan seperti yang diatur dalam 

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah dimana pengadaan yang dilakukan oleh pemerintah harus sesuai dengan 

prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel 

sebagaimana diatur dalam regulasi tersebut.  

Pada tingkat pemerintah daerah, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa 

mengacu pada Peraturan Presiden yang berlaku secara nasional. Regulasi ini 

menjadi acuan bagi seluruh instansi pusat maupun daerah, termasuk Dinas Bina 

Marga, yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah pada urusan Bina Marga 

yang bertanggung jawab dan memiliki kewenangan dalam melaksanakan 

perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, dan pengawasan infrastruktur jalan 

serta fasilitas pendukungnya salah satunya di wilayah DKI Jakarta. Oleh karena itu, 

kegiatan pemeliharaan jalan di lingkungan Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta 

merupakan bagian dari proyek konstruksi yang dimana dalam pelaksanaannya 

harus sesuai dengan peraturan mengenai jasa konstruksi serta pengadaan 

barang/jasa pemerintah. Secara Kelembagaan Dinas Bina Marga memiliki tiga 

fungsi utama. Pertama, mendukung peningkatan ridership angkutan umum massal 

dimana fokus utamanya dalam transportasi adalah mendukung mobilitas sarana 

angkutan umum masal. Kedua, menjaga tingkat pelayanan jalan agar selalu dalam 

kondisi mantap sesuai dengan amanah undang-undang. Ketiga, mendukung 

penataan kawasan pemukiman.  

Untuk mendukung fungsi tersebut, terdapat tiga program kerja strategis Dinas 

Bina Marga. Pertama, penataan jalan (rightsizing street), trotoar dan bangunan 

perlengkapnya (complete street), serta penciptaan ruang publik pada koridor jalan. 

Kedua, peningkatan dan pemeliharaan jalan untuk menjaga tingkat pelayanan jalan 
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selalu dalam kondisi mantap. Ketiga, penataan/perbaikan jalan 

lingkungan/kampung.  

Sebagai perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan 

perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, dan pengawasan infrastruktur jalan 

serta fasilitas pendukungnya di wilayah DKI Jakarta, Dinas Bina Marga Provinsi 

DKI Jakarta memiliki peran penting dalam memastikan pelayanan jalan tetap dalam 

keadaan optimal dan memenuhi standar fungsi. Adapun kewenangan tersebut 

sejalan dengan peraturan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

Regulasi tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab dalam 

memastikan keselamatan serta kenyamanan bagi setiap pengguna jalan melalui 

upaya kegiatan pemeliharaan yang berkelanjutan. 

Dalam konteks akuntabilitas kinerja, salah satu Indikator Kerja Utama (IKU) 

Dinas Bina Marga adalah persentase jalan provinsi yang berada dalam kondisi 

mantap. Merujuk pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas 

Bina Marga Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024, adapun target persentase jalan 

sebagai berikut :  
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Tabel 1.  1 Capaian Kinerja Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta Analisis 

Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusinya 

 

Sumber: LAKIP Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta 2024 
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Tabel diatas menunjukkan pada tahun 2024, target persentas jalan dalam 

kondisi mantap adalah 97,30% dan hasil yang terealisasi adalah 97,303%, yang 

berarti mencapai 100% dari target yang telah ditentukan. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa pemeliharaan jalan menjadi fokus utama bagi instansi dan 

menjadi dasar perencanaan kegiatan di tahun anggaran berikutnya.  

Meskipun demikian, pada tahun 2025 kebutuhan pemeliharaan jalan di 

Provinsi DKI Jakarta tetap terlihat dari tingginya jumlah laporan masyarakat 

mengenai kondisi jalan. Menurut data dari Citizen Relation Management (CRM) 

Dinas Bina Marga tahun 2025, tercatat sebanyak 4.410 laporan keluhan masuk, 

dimana laporan kategori jalan rusak kategori terbanyak peringkat 1 dengan jumlah 

2.125 laporan atau setara sekitar 48,19% dari keseluruhan jumlah laporan. Melihat 

dari data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan kerusakan jalan 

masih menjadi isu penting dalam pelayanan publik dan memerlukan tindakan 

kebijakan yang cepat, tepat, dan terstruktur. Dengan demikian, kegiatan 

pemeliharaan jalan bukan hanya sekedar proses administratif atau teknis konstruksi 

melainkan juga bentuk tindakan nyata pemerintah dalam memenuhi hak masyarakat 

akan infrastruktur jalan yang aman dan layak.  

Selain data pengaduan masyarakat khususnya mengenai jalan, adapun urgensi 

penelitian ini dapat dilihat dari profil pengadaan monitoring INAPROC Tahun 

Anggaran 2025 pada satuan kerja Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta. 

Berdasarkan data yang telah peneliti temukan, satuan kerja Dinas Bina Marga 

Provinsi DKI Jakarta, tercatat memiliki total Rencana Umum Pengadaan (RUP) 

sebesar Rp1.875.497.729.119 dengan jumlah 914 paket. Dari jumlah tersebut, 910 

paket merupakan pengadaan melalui penyedia dan 4 paket melalui swakelola. Pada 

pengadaan melalui penyedia, metode e-purchasing menjadi metode pemilihan yang 

paling banyak digunakan, yaitu sebanyak 517 paket dengan nilai RUP sebesar 

Rp1.430.972.522.075.  
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Tabel 1.  2 Pengadaan Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 

2025 Berdasarkan Metode Pemilihan Penyedia 

Metode Pemilihan 

Penyedia 
Jumlah Paket Nilai RUP 

E-Purchasing 517 Rp1.430.972.522.075 

Pengadaan Langsung 365 Rp69.847.154.167 

Tender 2 Rp86.116.265.346 

Seleksi 16 Rp14.216.229.132 

Penunjukan Langsung 5 Rp3.853.420.741 

Dikecualikan 5 Rp269.692.997.758 

Total 910 Rp1.874.698.589.219 

Sumber: Diolah oleh peneliti berdasarkan studi dokumen, 2026 

Tabel diatas menunjukkan bahwa metode e-purchasing merupakan metode 

pemilihan penyedia yang paling dominan digunakan dalam pengadaan Dinas Bina 

Marga Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025, baik dari sisi jumlah paket 

maupun nilai RUP. Kondisi ini menunjukkan bahwa e-purchasing tidak hanya 

digunakan sebagai metode alternatif, namun juga menjadi salah satu mekanisme 

utama dalam pelaksanaan pengadaan pada instansi teknis yang bertanggung jawab 

dalam menangani infrastruktur jalan.  

Selain itu data INAPROC juga menunjukkan bahwa pekerjaan konstruksi 

memiliki nilai RUP terbesar dibandingkan jenis pengadaan lainnya, yaitu sebesar 

Rp1.241.435.300.063 dengan jumlah total 266 paket pengadaan. Hal ini 

menunjukkan bahwa kegiatan pengadaan di Dinas Bina Marga memiliki karalter 

teknis yang kiat karena berkaitan dengan pekerjaan konstruksi. Oleh karena itu, 

penggunaan e-purchasing dalam konteks pekerjaan konstruksi perlu dikaji lebih 

lanjut, dikarenakan pekerjaan pemeliharaan jalan tidak hanya memerlukan proses 

pemilihan penyedia secara elektronik, tetapi juga memerlukan detail kejelasan lain 

seperti spesifikasi teknis, kesiapan penyedia, koordinasi antar aktor, serta 

pengawasan lapangan.  
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Metode e-purchasing merupakan tata cara memperoleh barang/jasa melalui 

sistem katalog elektronik (e-katalog) yang diselenggarakan oleh Lembaga 

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Sesuai dengan Peraturan 

Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang telah mengalami perubahan terakhir melalui 

perundangan. e-purchasing merujuk pada tata cara pembelian barang/jasa melalui 

sistem katalog elektronik. Dari segi teknis, prosedur pelaksanaan e-purchasing 

dijelaskan lebih lanjut dalam Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah (LKPP) Nomor 9 Tahun 2021, yang mengatur tahap pemilihan produk, 

negosiasi harga, hingga penerbitan surat pesanan secara elektronik.  

Dalam konteks penelitian ini, e-purchasing dipahami sebagai instrumen 

kebijakan pengadaan yang digunakan untuk mempercepat proses pemilihan 

penyedia karena produk dan penyedia telah tersedia dalam Katalog Elektronik. 

Berbeda dengan mekanisme pengadaan langsung yang masih memerlukan 

serangkaian tahapan pemilihan penyedia sesuai ketentuan yang berlaku, 

pelaksanaan e-purchasing tidak memerlukan seluruh tahapan pemilihan tersebut 

sehingga proses pengadaan menjadi lebih sederhana. Pelaksanaan e-purchasing 

pada dasarnya berfokus pada persiapan kebutuhan, pemilihan produk atau penyedia 

dalam Katalog Elektronik, negosiasi harga atau mini kompetisi apabila diperlukan, 

serta penerbitan Surat Pesanan atau kontrak secara elektronik. Dengan sistem ini, 

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat melakukan transaksi langsung dengan 

penyedia yang tersedia dalam katalog sepanjang kebutuhan pekerjaan, spesifikasi, 

dan harga telah tersedia atau dapat disesuaikan melalui mekanisme yang diatur 

dalam sistem. Oleh karena itu, e-purchasing dianggap sebagai metode percepatan 

pengadaan dengan menekankan efisiensi dan transparansi berbasis digital. 

Dengan jumlah tahapan yang lebih ringkas dibandingkan metode pengadaan 

langsung, e-purchasing diharapkan mampu meningkatkan efisiensi proses 

pengadaan tanpa mengurangi prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan 

persaingan yang sehat. Meskipun demikian, regulasi tidak menetapkan batas waktu 

baku penyelesaian e-purchasing maupun pengadaan langsung, sehingga efisiensi 

waktu lebih ditentukan oleh penyederhanaan tahapan proses daripada lamanya 
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waktu yang ditetapkan dalam peraturan. Penjelasan ini mengacu pada Peraturan 

Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 

2025 serta Surat Edaran Sekretaris Daerah DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2025 

tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui E-Purchasing pada Katalog 

Elektronik. 

Penggunaan e-purchasing dalam kegiatan pemeliharaan jalan dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 

2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mendorong penggunaan 

katalog elektronik sebagai instrumen percepatan, efisiensi, dan transparansi dalam 

pengadaan. Secara teknis, prosedur pelaksanaan e-purchasing dijelaskan lebih 

lanjut dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 2021, yang mengatur mekanisme transaksi melalui sistem katalog 

elektronik. Namun, dalam konteks pekerjaan konstruksi, para pelaksana juga perlu 

memperhatikan karakteristik jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yang menekankan 

pentingnya kualitas pekerjaan, keselamatan, dan tanggung jawab profesional. Oleh 

karena itu, meskipun e-purchasing bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan 

mempercepat proses pemilihan penyedia, implementasi kebijakan pengadaan jasa 

konstruksi dalam pemeliharaan jalan melalui metode e-purchasing tidak hanya 

bergantung pada kepatuhan terhadap regulasi formal, namun juga dipengaruhi oleh 

kapasitas organisasi, kemampuan sumber daya manusia, koordinasi antar unit, serta 

dinamika pelaksanaan di lapangan.  

Pelaksanaan e-purchasing di DKI Jakarta dilaksanakan berdasarkan Peraturan 

Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 145 tahun 2018 tentang pendelegasian 

kewenangan pengelolaan katalog Elektronik Lokal dan Surat Edaran Sekretaris 

Daerah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui 

E-Purchasing pada Katalog Elektronik. Dengan kerangka regulasi tersebut, 

penggunaan e-purchasing dalam kegiatan pemeliharaan jalan di Tahun Anggaran 

2025 secara normatif telah memiliki dasar hukum yang jelas.  
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Selain itu, adapun studi yang dilakukan oleh Sari, Utama, dan Khadavi (2025) 

dalam Jurnal Konstruksi menemukan bahwa keberhasilan e-purchasing di bidang 

konstruksi sangat dipengaruhi oleh kesiapan organisasi, kompetensi sumber daya 

manusia, serta dukungan regulasi dan teknologi. Penelitian tersebut 

mengidentifikasi bahwa keterbatasan tenaga ahli, minimnya pemahaman teknis 

tentang mekanisme e-katalog, serta lemahnya koordinasi antar unit menjadi faktor 

penghambat dalam implementasi e-purchasing konstruksi. Penelitian tersebut juga 

menegaskan bahwa digitalisasi pengadaan tidak secara otomatis menjamin 

efektivitas implementasi jika kapasitas birokrasi dan sistem pengawasan internal 

belum berjalan dengan baik.  

Sebagai konteks tambahan, Provinsi DKI Jakarta memiliki kompleksitas tinggi 

khususnya dalam pengadaan barang dan jasa dikarenakan DKI Jakarta memiliki 

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tertinggi dibandingkan provinsi 

lainnya. Sehingga pengadaan pada perangkat daerah teknis seperti Dinas Bina 

Marga berlangsung dalam lingkungan anggaran dan paket pekerjaan yang 

kompleks. 

Tabel 1.  3 Perbandingan Total APBD dan Belanja Modal Pemerintah Provinsi 

DKI Jakarta dengan Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 

Provinsi 
Total APBD 2024  

(Rp) 

Belanja Modal APBD 2024  

(Rp) 

DKI Jakarta 81,71 triliun 11,4 triliun 

Jawa Barat 36,79 triliun 2,11 triliun 

Jawa Timur 33,2 triliun 2,32 Triliun 

Sumber: APBD Provinsi 2024, diolah oleh Peneliti 
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Besarnya anggaran dan alokasi belanja modal dapat berpengaruh terhadap 

banyaknya variasi dan jumlah paket pengadaan yang akan dilakukan oleh instansi 

teknis daerah seperti Dinas Bina Marga yang bertanggung jawab secara strategis 

atas penyediaan dan perawatan infrastruktur jalan, jembatan, dan fasilitas 

pendukung transportasi. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur DKI 

Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Bina Marga. 

Dinas Bina Marga DKI Jakarta memegang peranan penting dalam pelaksanaan 

pembangunan infrastruktur di kota Jakarta.  

Dalam menjalankan fungsinya, kegiatan pemeliharaan jalan merupakan bagian 

penting dalam mempertahankan kualitas dan keberlanjutan fungsi infrastruktur. 

Kegiatan ini termasuk dalam kategori jasa konstruksi dan dapat dilakukan dengan 

beberapa metode pengadaan berdasarkan peraturan yang berlaku, di antaranya 

melalui penyedia jasa atau swakelola. Pemilihan metode pengadaan menjadi aspek 

penting dalam implementasi kebijakan karena harus mempertimbangkan 

karakteristik pekerjaan, tingkat kompleksitas teknis, efisiendi waktu, serta 

kesesuaian dengan regulasi.  

Berdasarkan data pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025, kegiatan 

pemeliharaan jalan yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta 

menunjukkan bahwa metode e-purchasing menjadi pilihan utama dalam kegiatan 

pengadaan melalui penyedia jasa. Komposisi tersebut mengindikasi bahwa 

sebagian besar paket pemeliharaan dilaksanakan melalui sistem e-katalog. Kondisi 

ini menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam perspektif implementasi kebijakan, 

khususnya untuk memahami bagaimana regulasi pengadaan jasa konstruksi melalui 

metode e-purchasing diterapkan dalam praktik kegiatan pemeliharaan jalan.  

Selain aspek regulasi dan sistem elektronik, kompetensi sumber daya manusia 

yang mengelola pengadaan juga merupakan faktor penting dalam pelaksanaan 

kebijakan tersebut. Standar kompetensi bagi pengelola pengadaan telah ditentukan 

oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui ketentuan 

mengenai sertifikasi dan standar kompetensi untuk jabatan fungsional pengelola 

PBJ. Dalam konteks implementasi kebijakan pengadaan jasa konstruksi melalui 
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metode e-purchasing, kapasitas aparatur dalam memahami regulasi, menyusun 

dokumen teknis, dan memilih metode pengadaan yang tepat menjadi bagian penting 

dalam proses pelaksanaan kegiatan. 

Berbagai penelitian sebelumnya mengenai tata kelola pengadaan jasa 

konstruksi telah dilakukan, khususnya pada sisi penerapan prinsip pengadaan, 

efektivitas e-procurement, serta risiko dalam pelaksanaan proyek. Penelitian-

penelitian ini memberikan wawasan mengenai kondisi empiris mengenai 

pengadaan konstruksi di Indonesia serta hambatan yang dihadapi baik di tingkat 

kebijakan maupun implementasi. Namun demikian, diperlukan pemetaan terhadap 

penelitian-penelitian sebelumnya untuk memahami lebih dalam sejauh mana isu 

telah dikaji dan celah apa yang masih perlu diteliti lebih lanjut, terutama dalam 

konteks instansi pemerintahan daerah seperti Dinas Bina Marga Provinsi DKI 

Jakarta.  

Dalam penelitian yang berjudul “A Concept to Evaluate Procurement 

Principles Implementation of Public Construction Project in Surabaya” oleh Sandi 

et al. (2020) mengembangkan 48 indikator untuk menilai implementasi 7 prinsip 

pengadaan dalam proyek konstruksi publik. Hasil dari temuan penelitian tersebut 

mengindikasi bahwa terdapat kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan, 

terutama dalam hal transparansi, persaingan yang adil, dan efektivitas pelaksanaan 

kontrak. Salah satu temuan utama yang penting dalam penelitian tersebut adalah 

bahwa kendala utama terletak pada koordinasi antar unit, ketidakjelasan pada 

dokumen lelang, dan inkonsistensi dalam evaluasi penawaran. Penelitian ini 

menegaskan bahwa meskipun kerangka hukum sudah ada, kualitas implementasi 

tetap sangat bergantung pada kapasitas dan pengelolaan internal dari instansi yang 

menjalankan kebijakan.  

Selanjutnya, pada penelitian berjudul “Procurement Governance in Reducing 

Corruption in the Construction Industry in Indonesia” oleh Suardi et al.  (2024) 

memberikan analisis mendalam mengenai pengaruh tata kelola pengadaan terhadap 

tingkat korupsi dalam sektor konstruksi. Dengan menggunakan metode pendekatan 

campuran (survei, wawancara, serta menelaah dokumen regulatif), penelitian ini 
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mengidentifikasi bahwa faktor pengawasan internal, penerapan e-procurement, 

serta tingkat kompetensi sumber daya manusia adalah faktor krusial dalam 

keberhasilan tata kelola pengadaan. Meskipun e-procurement dinilai meningkatkan 

transparansi, penelitian ini menemukan bahwa masih terdapat instansi yang 

mengalami kendala seperti kurangnya integritas dari pejabat pengadaan, lemahnya 

sistem monitoring, dan dominasi tender yang hanya formalitas dengan penilaian 

yang tidak memadai. Suardi juga menekankan bahwa celah risiko korupsi paling 

tinggi berada pada tahap perencanaan dan evaluasi teknis akibat rendahnya 

kejelasan pada spesifikasi serta lemahnya verifikasi terhadap kebutuhan proyek. 

Penelitian ini memperkuat hasil temuan bahwa perubahan struktural dan 

peningkatan kemampuan sumber daya manusia merupakan aspek fundamental 

untuk memperbaiki tata kelola pengadaan khususnya dalam sektor konstruksi.  

Lalu, penelitian lain berjudul “Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi oleh 

Pengguna Jasa dengan Metode E-Purchasing di Dinas Bina Marga Provinsi DKI 

Jakarta” oleh Khairul Imam et al. (2022) yang dipublikasikan dalam Jurnal 

Konstruksia menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan penyedia 

jasa konstruksi menggunakan metode e-purchasing di Dinas Bina Marga Provinsi 

DKI Jakarta. Melalui pendekatan kuantitatif dengan analisis Relative Importance 

Index (RII), penelitian tersebut menemukan bahwa faktor persyaratan administratif 

penyedia, respons terhadap pemeriksaan, serta pelaksanaan pekerjaan menjadi 

faktor yang dominan dalam proses pemilihan penyedia jasa konstruksi. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, pemilihan penyedia tidak 

hanya ditentukan oleh aspek harga, melainkan juga elemen adminsitratif dan 

kesiapan teknis dari penyedia jasa. Namun, fokus penelitian ini masih terbatas pada 

identifikasi dan peringkat faktor-faktor yang mempengaruhi pemlihian penyedia, 

serta belum mengkaji secara mendalam mengenai bagaimana implementasi 

kebijakan pengadaan jasa konstruksi berlangsung dalam dinamika organisasi, 

interaksi antar aktor, dan struktur birokrasi di Dinas Bina Marga. Penelitian ini juga 

belum mengkaji mengenai bagaimana kebijakan pengadaan yang tercantum dalam 

regulasi nasional diterapkan dalam praktik pemeliharaan jalan oleh pemerintah 

daerah.  
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Meskipun berbagai penelitian sebelumnya telah banyak membahas tentang 

permasalahan pengadaan barang dan jasa, namun isu pengadaan barang dan jasa ini 

tetap penting untuk dilakukan penelitian, terutama dalam ranah pemerintah daerah 

seperti DKI Jakarta, yang memiliki tantangan birokrasi yang rumit, intensitas 

pembangunan infrastruktur yang aktif, serta tingginya jumlah proyek setiap 

tahunnya. Berdasarkan ketiga penelitian sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa fokus penelitian pada pengadaan jasa konstruksi di Indonesia masih banyak 

mencakup kepatuhan terhadap regulasi, analisis prinsip pengadaan, efektivitas 

sistem e-procurement, serta aspek teknis dalam pemilihan penyedia jasa. Namun, 

analisis yang secara spesifik mengkaji implementasi kebijakan, terutama di level 

pemerintah daerah dan instansi teknis seperti Dinas Bina Marga Provinsi DKI 

Jakarta, masih terbatas. Selain itu, penelitian yang menggunakan perspektif Teori 

Implementasi Multi-Level Governance yang dikemukakan oleh Hill dan Hupe 

(2002) untuk mengkaji pengadaan jasa konstruksi juga belum banyak dilakukan.  

Maka, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan 

menekankan bagaimana implementasi kebijakan pengadaan jasa konstruksi di 

Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta khususnya implementasi kebijakan 

pengadaan jasa konstruksi dalam pemeliharaan jalan Tahun Anggaran 2025 melalui 

e-purchasing berlangsung dalam praktiknya, menggunakan sudut pandang teori 

Implementasi Kebijakan oleh Hill dan Hupe (2002) yang menekankan bahwa 

Implementasi Kebijakan tidak berjalan secara linear dari instruksi menuju tindakan, 

melainkan merupakan proses yang interaktif dan berlapis (multi-level governance) 

yang dipengaruhi oleh interaksi antar aktor, struktur organisasi, kemampuan 

birokrasi, serta dinamika sosial yang ada. Dengan demikian, penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan empiris dalam mengenali 

faktor-faktor yang dapat menghambat maupun mendukung pelaksanaan kebijakan 

pengadaan jasa pada tingkat provinsi, serta berkontribusi pada penerapan prinsip 

good governance dalam pengelolaan infrastruktur publik.  
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B. Rumusan Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan permasalahan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana implementasi kebijakan pengadaan jasa konstruksi dalam kegiatan 

pemeliharaan jalan tahun anggaran 2025 melalui e-purchasing di Dinas Bina 

Marga Provinsi DKI Jakarta? 

2. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi 

kebijakan pengadaan jasa konstruksi dalam kegiatan pemeliharaan jalan tahun 

anggaran 2025 melalui e-purchasing di Dinas Bina Marga Provinsi DKI 

Jakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan permasalahan diatas, maka tujuan 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis implementasi kebijakan pengadaan jasa konstruksi dalam 

kegiatan pemeliharaan jalan tahun anggaran 2025 melalui e-purchasing di 

Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta. 

2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat 

dalam implementasi kebijakan pengadaan jasa konstruksi dalam kegiatan 

pemeliharaan jalan tahun anggaran 2025 melalui e-purchasing di Dinas Bina 

Marga Provinsi DKI Jakarta. 
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D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis sebagai 

berikut:  

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap 

perkembangan ilmu administrasi publik, terutama dalam analisis implementasi 

kebijakan pengadaan jasa konstruksi di sektor pemerintah daerah. Dengan 

menggunakan teori implementasi kebijakan Hill dan Hupe (2002), penelitian ini 

diharapkan dapat memperdalam pemahaman tentang dinamika pelaksanaan 

kebijakan publik yang melibatkan berbagai aktor, tingkat birokrasi, dan konteks 

kelembagaan yang kompleks. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan 

memperkaya literatur akademik terkait penerapan prinsip good governance dalam 

pengelolaan pengadaan barang dan jasa, serta menjadi referensi untuk penelitian 

selanjutnya yang mengkaji efektivitas implementasi kebijakan publik khususnya 

dalam sektor konstruksi pemerintah daerah. 

 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi instansi terkait yang 

menjadi lokus penelitian yaitu Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta sebagai 

bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan pengadaan 

jasa konstruksi, terutama dalam koordinasi antar unit, peningkatan kemampuan 

sumber daya manusia, serta penguatan sistem pengawasan internal. Temuan-

temuan yang terdapat di penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan 

rekomendasi bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Lembaga Kebijakan 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam merumuskan strategi 

pembinaan dan penguatan kapasitas aparatur pengadaan di tingkat daerah. Lainnya, 

penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi secara tidak langsung bagi 

masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan infrastruktur yang 

lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat dikatakan 

bahwa:  

1) Pada Level Makro (Policy Level), implementasi e-purchasing dalam kegiatan 

pemeliharaan jalan di Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 

2025 sudah didasarkan pada regulasi yang jelas, baik regulasi dari segi 

pengadaan barang/jasa pemerintah, penyedia jasa konstruksi, maupun kebijakan 

katalog elektronik. Ketika pekerjaan yang dibutuhkan tersedia dalam katalog 

elektronik, maka sistem pengadaan akan diarahkan untuk menggunakan katalog 

elektronik (e-purchasing). Namun, pada level ini terdapat dinamika kebijakan 

yang dapat terlihat dari adanya perubahan sistem e-katalog versi 5 ke versi 6. 

Adanya perubahan tersebut menunjukkan bahwa implementasi e-purchasing 

tidak hanya dipengaruhi oleh dasar regulasi, tapi juga bagaimana kesiapan 

sistem dan kecocokan item katalog dengan kebutuhan dalam pekerjaan 

konstruksi.  

2) Pada Level Meso (Organization Level), Dinas Bina Marga megimplementasikan 

kebijakan e-purchasing ke dalam mekanisme kerja internal dengan 

mengidentifikasi kebutuhan pekerjaan, menyusun spesifikasi teknis, Rancangan 

Anggaran Biaya (RAB/BOQ), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), menetapkan para 

aktor pelaksana pengadaan melalui Surat Keputusan (SK), serta melakukan 

koordinasi antara Pejabat Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pembuat Komitmen 

(PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Tim Teknis, Tim Pendukung 

PPK, dan Pengawas Lapangan. Hasil analisis dokumen pada penelitian ini 

mengindikasi bahwa pekerjaan pemeliharaan jalan dengan Hotmix dan Beton 

Rapid Setting membutuhkan dokumen teknis yang detail dikarenakan masing-

masing jenis pekerjaan memiliki karakteristik material, metode pelaksanaan, dan 
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risiko di lapangan yang berbeda. Meskipun demikian, penelitian ini menemukan 

bahwa prosedur kerja internal masih membutuhkan alat bantu pencatatan yang 

lebih terstruktur agar hubungan antara kebutuhan di lapangan, dokumen teknis, 

pemilihan penyedia jasa, dan pelaksanaan pekerjaan data terdokumentasi dengan 

lebih tertib. 

3) Pada Level Mikro (Delivery Level), implementasi kebijakan dapat terlihat 

melalui pelaksanaan e-purchasing, pengawasan pekerjaan, serta koordinasi 

antara Dinas Bina Marga dan penyedia jasa konstruksi. Dalam tahapan ini, 

pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

seperti kondisi arus lalu lintar Jakarta, kondisi cuaca, kesiapan peralatan, 

ketersediaan material, waktu pelaksanaan, serta kebutuhan untuk meminimalisir 

gangguan bagi pengguna jalan. Pengawas lapangan dan penyedia jasa konstruksi 

memiliki peran penting dalam level ini, dikarenakan kualitas pekerjaan tidak 

hanya ditentukan pada tahapan pemilihan penyedia jasa di dalam sistem 

pengadaan elektronik, tapi juga pada bagaimana kemampuan untuk 

melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi dan menyesuaikan diri dengan 

kondisi jalan di Jakarta.  

Dari kesimpulan implementasi berdasarkan 3 level indikator diatas, terdapat juga 

faktor penghambat yang peneliti temukan, yaitu mengenai adanya dinamika 

kebijakan seperti transisi sistem e-katalog versi 5 ke veri 6, proses identifikasi 

penyedia jasa pada e-katalog versi 5 masih memerlukan ketelitian agar 

meminimalisir potensi penyedia jasa tertentu yang terlewat, belum adanya 

pencatatan atau daftar catatan evaluasi internal dalam proses e-purchasing, serta 

kendala teknis di lapangan seperti kondisi cuaca, lalu lintas, perubahan kondisi 

pekerjaan, kesiapan alat, dan ketersediaan material. Hambatan tersebut bukan 

semata-mata menunjukkan bahwa implementasi kebijakan e-purchasing gagal 

dilaksanakan, namun menunjukkan bahwa implementasi kebijakan e-purchasing 

dalam pekerjaan konstruksi pemeliharaan jalan tetap membutuhkan kesiapan 

organisasi pelaksana dan pengendalian teknis di lapangan. 
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Sintesis pemecahan masalah yang dapat ditarik kesimpulannya dalam penelitian 

ini adalah dibutuhkannya alat bantu sederhana berupa lembar kendali atau daftar 

evaluasi e-purchasing kegiatan pemeliharaan jalan. Lembar kendali yang dimaksud 

bukan sebagai SOP baru yang rumit, malinkan sebagai alat bantu kerja organisasi 

untuk memastikan bahwa dasar kebutuhan, dokumen teknis, identifikasi penyedia, 

perencanaan pelaksanaan kegiatan, pengawasan lapangan, dan evaluasi setelah 

pekerjaan selesai dapat tercatat lebih terstruktur dan mudah dilihat kembali.  

 

B. Saran 

Berdasarkan beberapa permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini, 

peneliti memberikan beberapa opsi yang bida dijadikan rekomendasi atau saran 

yang bersifat praktis dan realistis sesuai dengan ruang lingkup penelitian ini. Saran 

ini tidak dimaksudkan sebagai perubahan besar terhadap sistem pengadaan, 

melainkan sebagai masukan sederhana untuk memperkuat kegiatan pelaksanaan e-

purchasing pada kegiatan pemeliharaan jalan di Dinas Bina Marga Provinsi DKI 

Jakarta. 

1. Dinas Bina Marga dapat mempertimbangkan penggunaan lembar kendali atau 

daftar sederhana dalam setiap proses e-purchasing untuk kegiatan 

pemeliharaan jalan. Dokumen tersebut dapat mencakup sumber kebutuhan 

pekerjaan, hasil survei lapangan, spesifikasi teknis, gambar atau lokasi 

pekerjaan, volume, RAB/BOQ. HPS, catatan identifikasi penyedia, kesiapan 

alat dan bahan, waktu pelaksanaan, serta catatan evaluasi pasca pekerjaan. 

Dengan cara ini, proses pendokumentasian kebutuhan item pemeliharaan jalan 

lebih terstruktur dan sistematis serta daftar pembanding penyedia jasa 

konstruksi ini juga dapat membantu untuk melihat informasi mengenai riwayat 

pekerjaan penyedia jasa, kesiapan peralatan, ketersediaan material, dan riwayat 

pelaksanaan pekerjaan sebelumnya.  
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2. Format kerja internal resmi yang seragam sebagai pedoman pelaksanaan e-

purchasing agar setiap tahapan pekerjaan, pembagian tugas, dokumen 

pendukung, serta tindak lanjut pada setiap prosesnya dapat terdokumentasi 

secara lebih teratur dan konsisten. 

3. Penggunaan checklist dokumen teknis perlu diterapkan sebelum pelaksanaan 

e-purchasing untuk memastikan setiap kelengkapan dokumen seperti, hasil 

survei lapangan, spesifikasi teknis, gambar pekerjaan, volume pekerjaan, HPS, 

dan dokumen pendukung lainnya untuk meminimalisir adanya potensi kendala 

administrative pada tahapan pelaksanaan.  

4. Penguatan koordinasi antara PPK, PPTK, Tim Teknis, Pengawas Lapangan, 

dan Penyedia jasa sejak atahapan persiapan hingga pelaksanaan pekerjaan 

untuk memastikan kesiapan alat, material, jadwal pelaksanaan, serta 

mekanisme pengawasan pekerjaan berjalan dengan baik.  

5. Catatan evaluasi setelah pelaksanaan pekerjaan perlu dilakukan sebagai sarana 

pembelajaran pengguna jasa maupun penyedia jasa. Hasil catatan tersebut 

nantinya dapat digunakan sebagai alat identifikasi kendala yang muncul selama 

pelaksanaan e-purchasing maupun pada saat kegiatan pekerjaan pemeliharaan 

jalan agar dapat menjadi bahan perbaikan pada kegiatan selanjutnya
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